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ABSTRAK 

Tanah dinilai sangat penting bagi kehidupan manusia, tidak hanya dalam 

kehidupan, bahkan saat mati manusia juga membutuhkan tanah. Peran tanah yang 

penting membuat manusia ingin mendapatkan dan menguasai tanah. Keinginan 

untuk menguasai tanah ini pada akhirnya menghasilkan sengketa tanah, salah 

satunya adalah adanya sertipikat ganda dalam sebidang tanah. Sertipikat ganda 

terjadi karena satu bidang tanah memiliki lebih dari satu sertipikat yang letak 

tanahnya saling tumpang tindih. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, 

kegiatan pendaftaran tanah adalah pemberian surat tanda bukti hak, berlaku 

sebagai alat bukti yang kuat ditandai dengan terbitnya sertipikat, yang dikeluarkan 

oleh Kantor Pertanahan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Kantor Pertanahan 

mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa pertanahan salah satunya 

penyelesaian terkait sertipikat ganda. Permasalahan yang akan dibahas: 1) Apa 

faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda hak atas tanah di Nagari Lubuk 

Alung? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa sertipikat ganda hak atas tanah di 

Nagari Lubuk Alung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman? 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan sifat 

penelitian deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) 

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa sertipikat ganda di Nagari lubuk 

alung adanya kesalahan dari pemilik itu sendiri yang tidak menguasai atau 

memelihara dan dibiarkan tinggal sehingga diambil alih dan dimanfaatkan oleh 

pihak lain dengan mendaftarkan kembali sertipikat. Faktor menurut Kantor 

Pertanahan adalah karena belum ada peta digital pada saat itu sehingga pemetaan 

dilakukan secara manual dan kurang tata tertib administrasi. 2) Selanjutnya 

penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui litigasi (proses penyelesaian 

sengketa melalui pengadilan, adapun akhir dari proses penyelesaian ini adalah 

kesepakatan perjanjian damai diputuskan oleh hakim, dan menitikberatkan kepada 

kantor pertanahan untuk mencabut sertipikat hak milik pihak b dan membayar 

biaya perkara. 
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